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Latar Belakang Masalah

Transportasi merupakan sarana yang sangat penting dalam
menunjang aktifitas manusia. Dengan menyadari bahwa pentingnya peran
transportasi maka lalu lintas dan angkutan jalan harus ditata dalam suatu
sistem dan mekanisme yang jelas secara terpadu dan mampu mewujudkan
ketersediaan jasa transportasi yang aman dan sesuai dengan tingkat
kebutuhan masyarakat serta menjadi angkutan yang tertib, nyaman dan
lancar.'Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 merumuskan:
“Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan,

pelayanan umum yang layak”.

Oleh karena itu dalam menunjang kemajuan era globalisasi dalam
memperlancar aspek ekonomi, pendidikan, harus disertai dengan
transportasi yang baik dan memadai. Transportasi berperan dalam
mendorong dan menjadi penggerak roda perekonomian dan kemajuan
zaman sehingga aspek transportasi. (di era globalisasi tidak dapat

dipindahkan.

Hal tersebut menunjukkan pentingnya sarana transportasi dalam
menunjang pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan transportasi.

Pelayanan yang baik tidak hanya mengenai mutu dan sarananya saja,

1 Abdulkakir Muhammad, Hukum Pengangkutan Niaga, Citra Aditya Bakti,
Bandung, 1998, him. 7.



melainkan menyangkut pembangunan aspek hukum yang harus diperbaharui
pula. Pembangunan hukum tidak hanya menambah peraturan baru, tetapi juga
harus memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi semua pihak yang
terlibat di dalamnya terutama pengguna jasa transportasi.? Alat transportasi di
Indonesia meliputi transportasi darat, laut, dan udara. Ketiganya merupakan
transportasi tersebut memegang peran yang sangat penting dan saling mengisi
sebagai alat yang memiliki fungsi sebagai angkutan.

Selain itu angkutan transportasi umum juga dapat dibedakan menjadi
dua bagian yaitu, transportasi umum paratranssit dan transportasi umum
masstranssit. Angkutan umum paratransit merupakan angkutan yang tidak
memiliki rute dan jadwal tetap dalam beroperasi disepanjang rutenya,
sedangkan angkutan umum masstransit merupakan angkutan yang memiliki
rute dan jadwal yang tetap serta tempat pemberhentian yang jelas.Sepeda
motor termasuk dalam klarifikasi jenis kendaraan pribadi, namun di Indonesia
banyak dijumpai sepeda motor yang juga melakukan fungsi kendaraan umum
yaitu mengangkut orang dan/atau barang’' dan memungut biaya yang telah
disepakati.’

Kemajuan zaman dalam bidang transportasi sudah ditransformasi dari
sistem konvensional menjadi lebih multi-kreatif salah satunya dengan lahirnya

muncul transfortasi berbasis online yang dapat dimanfaatkan oleh individu-

2 Suwardjoko Warpani, Pengelolaan Dan Lalu Lintas Angkutan Jalan, 1TB,
Bandung, 1990, him. 13
3 Suwardi, , Angkutan Umum, Fakultas Teknik UMS, Surakarta,2000, him. 21.



individu maupun oleh kelompok. GO-JEK merupakan perusahaan pelopor di
bidang jasa trasnportasi bermula di tahun 2010 sebagai perusahaan
transportasi roda dua melalui panggilan telepon, GO-JEK kini telah tumbuh
menjadi perusahaan penyedia layanan transportasi dan gaya hidup berbasis
aplikasi.berbasis aplikasi online di Indonesia. Hadirnya GO-JEK
dimaksudkan untuk mempermudah masyarakat yang ingin menggunakan jasa
transportasi yang tidak harus pergi ke pangkalan atau ke terminal.*

GO-JEK sendiri dikelola langsung oleh PT GO-JEK Indonesia. Sejak
awal kemunculannya, GO-JEK telah mencuri perhatian masyarakat. Sampai
saat ini GO-JEK sudah tersebar di berbagai kota besar maupun pesisir kota di
Indonesia seperti Jabodetabek, Makassar, Surabaya, Bali, Solo, Yogyakarta,
Balikpapan, Medan, Semarang, Palembang dan kota-kota besar lainnya.
Aplikasi GO-JEK ini sendiri pun menawarkan pelayanan seperti Go-Ride,
Go-Car, Go-Send, Go-Food, Go Mart, Go-Glam, Go-Massage, Go-Clean, Go-
Box, dan yang terakhir diluncurkan adalah Go-Busway.’

Lahirnya layanan publik ini, perusahaan GO-JEK memberikan (2) opsi
angkutan. Pertama angkutan berbasis roda dua. Kedua angkutan yang berbasis
roda empat. Hal ini, merupakan terobosan baru yang multi-kreatif, tidak hanya
menjadi sumbangan bagi transportasi nasional, tetapi juga melahirkan

lapangan pekerjaan yang signifikan bagi masyarakat Indonesia. Selain tu,

4 Melalui :<https.//www.gojek.com>, pada hari kamis, 16 Mei 2019, Pukul 19:00
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dengan hadirnya GO-JEK telah memberikan akses kemudahan bagi
penunjang mobilitas masyarakat terutama di kota-kota besar seperti Bandung,
Malang, Makassar, Medang, Jakarta, Bogor dan beberapa daerah besar
lainnya.

PT.GO-JEK Indonesia Dalam menjalankan usahanya, sebagai
penyedia layanan jasa transportasi online melakukan hubungan kemitraan
dengan seluruh pengemudi GO-JEK. Peraturan mengenai kemitraan ini
tertuang dalam perjanjian tertulis maupun peraturan di dalam perjanjian
elektronik. Pengertian kemitraan menurut Undang-Undang Nomor. 9 Tahun
1995 tentang Usaha Kecil pada Pasal 8 ayat (1) yang berbunyi “Kemitraan
adalah kerja sama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah atau
dengan usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan usaha oleh usaha
menengah atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling
memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan >.°

Pada realitanya banyak konsumen yang-memakai layanan GO-JEK,
salah satunya Go-Car atau Go-Ride. Dua layanan ini adalah layanan antar
ketujuan yang telah difokuskan kelokasi konsumen yang diinginkan. Jadi,
konsumen dapat memilih lokasi jemput dan lokasi antar di pesanan awal pada
saat order GO-JEK. Layanan ini tentu mempermudah para pengguna GO-JEK

untuk memesan order. Disamping mempermudah sarana transportasi maupun

6 Melalui :<https://www.landasanteori.com>, pada hari kamis, 16 Mei 2019, Pukul
20:00 WIB
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kegiatan lain seperti memesan makanan dari kantor ataupun rumah, GO-JEK
sendiri juga menawarkan harga yang relatif murah dan terjangkau.

Namun, dalam fakta dilapangan tidak dapat dipungkiri bahwa kejadian
seperti safety dalam perjalanan kendaraan bermotor masih menjadi sesuatu
yang sulit untuk direalisasikan karena berbagai hal yang mengakibatkan
seseorang menjadi tidak aman ketika di perjalanan. Seperti dalam penelitian
awal penulis mewawancarai pihak BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa
Konsumen) bahwa “ada pengaduan dari pihak konsumen GO-JEK, baik
dalam hal pemutusan kontrak secara sepihak maupun kerugian dalam bentuk
kecelakaan”.” Kecelakaan kendaraan bermotor masih menjadi sumbangan
terbesar di Indonesia dalam masalah memakan korban jiwa. kecelakaan
adalah kejadian yang tidak terduga (tidak ada unsur kesengajaan) dan tidak
diharapkan karena mengakibatkan kerugian, baik material maupun
penderitaan bagi yang mengalaminya.®

Seperti halnya yang dialami oleh korban kecelakaan GO-JEK atas
nama Rezaldi (25Tahun), Rezaldi mengalami kecelakaan yang disebabkan
oleh kelalaian dari driver GO-JEK, namun driver beranggungjawab atas
kecelakaan tersebut dengan cara membayar seluruh pengobatan UGD. Pada

kenyataannya beberapa hari setelah kejadian tersebut, Rezaldi memeutuskan

untuk mengontrol kondisi kesehatan lagi ke Rumah Sakit sekaligus meminta

7 Wawancara Penulis Pribadi dengan Johanes Simatumpang, selaku Anggota BPSK,
16 Mei 2019, Pukul 13:00 WIB
8 Melalui :<https://www.terbaru7.com>, pada hari kamis, 16 Mei 2019, Pukul 20:13

WIB


https://www.terbaru7.com/

klaim asuransi ke PT. GO-JEK Indonesia sebagai bentuk permintaan
tanggungjawab korban kepada penyedia jasa layanan transportasi online
namun jwaban secara resmi dari pihak pemberi jasa layanan transportasi
online.’

Layanan Gojek untuk mode transportasi roda dua masih dianggap
membahayakan pelanggannya dan melanggar ketentuan Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya
disingkat UU LLAJ). Berdasarkan Pasal 47 ayat (2) UU LLAJ, kendaraan
bermotor dikelompokkan berdasarkan jenis sepeda motor, mobil penumpang,
mobil bus, mobil barang, dan kendaraan khusus. Selanjutnya, pada ayat (3)
dijelaskan bahwa kendaraan bermotor seperti mobil penumpang, mobil bus,
dan mobil barang dikelompokkan berdasarkan fungsi kendaraan bermotor
perseorangan dan kendaraan bermotor umum. Selanjutnya, Pasal 138 ayat (3)
UULAJ berbunyi “angkutan umum orang/barang hanya dapat dilakukan
dengan kendaraan bermotor umum’. Namun,- telah diterbitkan peraturan
terbaru mengenai kebasahan angkutan roda dua sebagai trasnportasi umum
melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 tahun 2016 tentang
Penyelanggaraan Angktutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak

dalam Trayek."

9 Wawancara Pribadi Penulis dengan Rezaldi selaku Konsumen GO-JEK, 20
Oktober 2019 Pukul 10:00, WIB

10 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 tahun 2016 tentang Penyelanggaraan
Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek.



Tanggungjawab pemberi jasa transportasi online berkaitan dengan
hak-hak konsumen, karena tanggungjawab dari pengemudi online sangat
diperlukan apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak-hak
konsumen dalam menggunakan jasa layanan transpotasi berbasis online.
Pengguna jasa transportasi online dapat disebut sebagai konsumen karena
dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

(UUPK) dalam Pasal 1 angka (2) menyatakan bahwa:

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang
tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri,

keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk
9 11

diperdagangkan”.

Secara umum dikenal ada empat hak dasar konsumen, yaitu : Hak
untuk mendapat keamanan, hak untuk mendapatkan informasi, hak untuk
memilih, dan hak untuk didengar. Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberi penjelasan yang
dimaksud dengan hak konsumen'adalah sebagai berikut:

a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam
mengkonsumsi barang dan/atau jasa;

b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang
dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta
jaminan yang dijanjikan;

c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai konsidi
dan jaminan barang dan/atau jasa;

11 Lihat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
Pasal 1 anggka (2).



d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau
jasa yang digunakan;

e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya
penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;

f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta
tidak diskriminatif;

h. hak wuntuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau
penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak
sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan lainnya."

Pasal di atas memberikan jaminan dan perlindungan yang berlaku juga

bagi jasa transportasi yang berhubungan dengan pelayanan penumpang. Hal
ini berkaitan dengan hak-hak penumpang (sebagai konsumen) untuk
dihormati oleh penyedia jasa transportasi. Sehubungan dengan itu diperlukan
suatu perlindungan hukum bagi pengguna jasa transportasi serta jenis-jenis
angkutan lainnya adalah unsur keselamatan angkutan dan tanggung jawab
pengangkut."

Konsumen wajib ' dilindungi ‘secara hukum melalui perundang-
undangan yang jelas dan pasti; termasuk juga penyelesaian yang dapat
ditempuh konsumen apabila mengalami kerugian terhadap penyelenggaraan
jasa angkutan umum berbasis online. Salah satu kerugian yang dialami
penumpang atau pengguna jasa transportasi secara online adalah terjadinya

kecelakaan yang disebabkan oleh kesalahan pengemudi ojek sepeda motor.

12 Lihat Pasal (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan
Konsumen.

13 Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, PT. Grasindo, Jakarta ,
2000, hlm.14.



Kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen berupa
perlindungan terhadap hak-hak konsumen, agar pelaku usaha tidak bertindak
sewenang-wenang yang selalu merugikan konsumen.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk
meneliti hak dan kewajiban terkait regulasi dan kebijakan untuk memberikan
perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna jasa transportasi online,
maka disusunlah skripsi ini dengan judul
“PELAKSANAANPERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
PENGGUNA JASA TRANSPORTASI ONLINE DIHUBUNGKAN
DENGAN PASAL 4 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN(Studi Kasus di PT. Gojek

Cabang Kota Bandung)”

. Identifikasi Masalah

Penelitian ini memiliki dua manfaat, yaitu manfaat secara teoritis dan
manfaat secara, praktis. . Adapun kedua manfaat tersebut adalah sebagai
berikut.

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum yang diberikan oleh PT.
GO-JEK terhadap Konsumen sebagi pengguna jasa trasnportasi berbasis
online.?

2. Bagaimana kendala hukum yang dihadapi konsumen dalam melakukan

pengaduan apabila hak-haknya tidak terpenuhi?
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3. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen sebagai
pengguna jasa transfortasi berbasis online apabila hak-haknya tidak
terpenuhi?

C. Tujuan Penelitian
Penelitian ini tidak terlepas dari tujuan yang hendak dicapai sehingga
dapat bermanfaat bagi penulis maupun bagi pembaca. Adapun tujuan yang
ingin dicapai dalam penelitian ini sebagi berikut:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum yang diberikan oleh PT. GO- JEK
terhadap Konsumen sebagi pengguna jasa trasnportasi berbasis online.

2. Untuk mengetahui kendala hukum yang dihadapi konsumen dalam
melakukan pengaduan apabila hak-haknya tidak terpenuhi.

3. Untuk mengetahui upaya hukum yang bisa dilakukan oleh konsumen
sebagai pengguna jasa transportasi berbasis online apabila hak-haknya
tidak terpenuhi.

D. Kegunaan Penelitian
1. Manfaat Teoritis
Manfaat dari penelitian yang dilakuakan oleh penulis adalah dalam
rangka memberikan sumbangsih pemikiran ilmu hukum pada umumnya
dan khususnya Undang-Undang konsumen terhadap pelanggaran yang di
lakukan mitra driver GO-JEK.
2. Manfaat Praktis

a. Bagi GO-JEK
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Menjadikan perusahaan GO-JEK sebagai pemberi jasa layanan yang
maksimal bagi konsumen.
b. Bagi Pemerintah
Memberikan sumbangan pemikiran dalam pembuatan regulasi hukum
yang sesuai dengan perkembangan zaman
c. Bagi Masyarakat dan Konsumen
Memberikan perlindungan serta kepastian hukum dalam menggunakan
jasa layanan transportasi berbasis online.
E. Kerangka Pemikiran
Indonesia merupakan Negara hukum sesuai dengan Pasal 1 ayat (3)
Undang-Undang Dsar 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara
hukum. Negara hukum adalah kekuasaan negara berlandaskan hukum yang
dibentuk dan disesuaikan dengan kebutuhan hukum yang ada di masyarakat.
Segala tingkah laku baik dilakukan oleh pengusaha atau aparatur negara
maupun dilakukan oleh para warga negara dalam setiap tindakannya harus
berlandaskan hukum."
Cita negara hukum pertama kalinya dicetuskan oleh Plato yang
selanjutnya pemikiran tersebut dipertegas oleh Aristoteles. Dalam
pandangannya Aristoteles memberikan pendapat tentang konsep negara

hukum bahwa yang memerintah dalam sebuah negara bukanlah manusia

14 Abdul Aziz Hakim, Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia, Pustaka
Pelajar, Yogyakarta, 2011, hlm. 8
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sebagai penguasa melainkan pikiran yang adil dan kesesuaian yang akhirnya
menekan menentukan arah baik dan buruknya suatu hukum."

Sebuah negara yang berdasarkan konstitusi haruslah memenuhi
beberapa syarat sebagai unsur terpenting dalam negara yang berkonstitusi
setidaknya ada tiga syarat penting yang harus terpenuhi, Pertama, pemerintah
dilaksanakan untuk kepentingan umum. Kedua, pemerintah dilaksanakan
berdasarkan hukum dan ketentuan-ketntuan umum dan bukan pembuatan
hukuman yang dibentuk karena kesewenang-wenangan dengan
mengesampingkan konstitusi dan konvensi. Ketiga, pemerintah dilaksanakan
berdasarkan konstitusi atas kehendak rakyat.'®

Ciri dari negera yang berdasarkan hukum adalah terpenuhinya syarat-
syarat negara hukum. Diantara syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk
selanjutnya sebagai negara hukum adalah sebagai berikut;

a. Supremasi absolut ada pada hukum, bukan pada tindakan kebijaksanaan
atau prerogratif pengusaha.

b. Berlakunya prinsip persamaan dalam hukum (equality before the law)
yang menandakan bahwa semua warga harus tunduk pada hukum dan

tidak satupun orang yang berada di atas hukum.

15 Ni’atul Huda, Negara Hukum dan Judicial Review, UII Press, Yogyakarta, 2005,
him. 1
167bid, him. 1
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c. Konstitusi menjadi dasar dari segala hukum. Hukum yang berlandaskan
konstitusi harus melarang semua tindakan yang melanggar hak dan
kemerdekaan rakyat."”

Negara hukum merupakan cita-cita rakyat seluruh dunia tanpa
terkecuali untuk mendapatkan keadilan dan keamanan dalam suatu negara.
Penerapan konsep negara hukum tidak sepenuhnya bisa berjalan tegak dimana
ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi dalam penerapannya.

Pasal 1313 KUHPedata, perbuatan denga mana satu orang atau lebih
mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari peristiwa ini,
timbulah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang disebut
perikatan yang di dalamya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak.
Dalam suatu perjanjian meliputi kegiatan atau (prestasi).

Selain itu asas kepastian hukum menjadi aturan hukum baik berupa
undang-undang maupun hukum tidak tertulis yng berisi aturan-atuan yang
bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu dalam bertingkahlaku
dalam masyarakat.baik hubungan sesama individu dengan individu, individu
dengan kelompok, atau bahkan kelompok dengan kelompok. Adanya aturan
dan regulasi yang jelas merupakan asas dan konsep kepatian hukum yang bisa

dijadikan sumber dalam melakukan segala bentuk aktifitas.'®

171bid, hlm. 2
18 Peter Mahmud Marzzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, 2009, hlm.
157
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Penegakkan hukum diharapakan mampu memenuhi tiga unsur yang
menjadi tujuan hukum yaitu memberikan kepastian hukum, keadilan hukum,
kemanfaatan hukum. Kepastian hukum akan mampu menjamin terlaksananya
kewajiban-kewajiban dan hak yang harus didapatkan sesuai dengan apa yang
telah diatur dalam hukum. keadilan hukum-hukum merupakan gambaran yang
lainnya tentang hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Kemanfaatan
hukum merupakan hal yang diharapkan dengan tujuan hukum yang mampu
memberikan nilai lebih kepada masyarakat.' Keadilan yang harus diperoleh
oleh konsumen GO-JEK adalah dalam bentuk pelayanan serta apa yang
menjadi hak-hak dari konsumen harus terpenuhi sesuai dengan hukum yang
berlaku.

Hukum dibuat dengan tujuan untuk menampung berbagai kepentingan
individu untuk dapat berjalan sesuai dengan haknya. Dalam mendapatkan
haknya, semua warga negara tidak boleh melanggar hak orang lain, dengan
kata lain bahwa mendapatkan haknya juga harus menghargai hak orang lain.
Hukum berlaku untuk mengatur hak dan kepentingan dengan membatasi hak
dan kepentingan yang lain.

Kepentingan hukum adalah mengurusi hak dan kepentingan manusia,
sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan arah dan tujuan

manusia gar tidak merugikan hak orang lain sebagai bentuk perlindungan

1917bid, him. 158
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hukum.” Perlindungan hukum didapatkan dengan penerapan peraturan
perundang-undangan yang berlaku sesusai dengan tujuna peraturan hukum itu
dibuat. Perlindungan hukum mencakup banyak hal yang haris dilindungi oleh
perundang-undangan, salah satunya adalah peraturan hukum yang mengatur
perlindungan hukum mengenai konsumen.

Perlindungan konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah segala bentuk upaya untuk
menjamin adanya kepastian hukum, memberikan perlindungan hukum
terhadap konsumen. Perlindungan konsumen merupakan akibat adanya
peristiwa hukum yang dilakukan oleh produsen dan konsumen, serta pengaruh
berkembangnya era globalisasi dan peradaban manusia. Terdapat perbedaan
antara masyarakat yang awalnya mendasarkan pada kepercayaan dalam
menggunakan barang dan jasa secara konvensional dan sederhana, namun
setelah berkembangnya teknologi konsumen mulai tidak tahu siapa yang
menjual produk barang dan jasa.

Perlindungan konsumen memiliki cakupan yang luas, meliputi
perlindungan konsumen terhadap barang dan jasa, yang diawali dengan
tahapan untuk mendapatkan service barang dan jasa hingga sampai pada
akibat dari pemakaian tersebut.”’ Berkaitan dengan penggunaan jasa angkutan

transportasi online belum diatur secara jelas, karena masih dalam bentuk

20 Sajipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 69
21 Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, Kencana, Jakarta, 2013, hlm. 22
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Peraturan Mentri. Sementara dalam Pasal 8 ayat (1) butir a Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1999 teentang Perlindungan Konsumen bahwa “pelaku usaha
dilarang memperoduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa
yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan
dan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Sementara dalam Pasal 4
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 teentang Perlindungan Konsumen
“Konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan
dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa”. Hak konsumen untuk dapat
sampai pada tempat yang dijadikan tujuan dengan nyaman, aman dan selamat
tidak hanya terbatas dalam pemenuhan hak sampai pada tempat tujuan dengan
selamat, tetapi harus terpenuhi hak dari awal dimana kendaraan yang
digunakan untuk mengangkut orang atau barang sampai pada tujuan harus
sesuai dengan pemfaatannya atau penggunaannya sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Dalam perlindungan -hukum , pengguna- jasa, angkutan transportasi
online terdapat kewajiban bagi penyedia jasa untuk menjamin mutu barang
yang di jual kepada konsumen sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku, ‘dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

F. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian
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Metode penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian
yang bersifat deskriptif analistis. Bersifat deskriptif karena dengan adanya
penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran secara menyeluruh
mengenai hak-hak konsumen yang mengguakan jasa transportasi online.
Bersikap deskriptif karena dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat
memperoleh gambaran secara menyeluruh mengenai hak-hak konsumen
yang menggunakan jasa transportasi online.

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris
mengenai yaitu suatu pendekatan yang mengacu pada kaidah-kaidah
hukum yang ada, juga melihat kenyataan-kenyataan dan penerapan-
penerapan kaidah hukum tersebut dalam masyarakat. Penelitian empiris
ini disebut pula penelitian non doktrinal yang menempatkan hasil amatan
atas realitas-realitas sosial untuk ditempatkan sebagai proposisi umum.*
Konsemen (GO-JEK. dilindungi, oleh Undang-Undang Perlindungan
Konsumen, hal ini karena konsemen ‘GO-JEK sama-sama memposisikan

dirinya sebagai subjek hukum.

3. Sumber Data dan Jenis Data

a. Sumber Data

22 Sulistyowati Irianto, Metode Penelitian Hukum,Konstelasi dan Refleksi, Ghalia
Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2011,hlm. 132



18

Adapun sumber data dan jenis data yang dimaksud terdiri dari
bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.
1. Data Primer

Data primer merupakan data yang berupa keterangan-keterangan
yang dipeoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara atau
interaksi dengan pihak-pihak yang dipandang mumpuni dalam
permasalahan objek yang diteliti. Diantaranya adalah Undang-Undang
Dasar 1945
2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen
resmi, buku-buku, hasil penelitian dalam bentuk laporan, tesis,
disertasi, dan peraturan perundang-undangan. Sumber data sekunder
yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa tulisan-tulisan
yang berkaitan dan mendukung data primer untuk mengkaji dan
menganalisis. mengenai permasalahan yang akan diteliti.

3. Data Tersier

Data tersier merupakan data yang mendukung untuk penjelasan-
penjelasan data primer dan datra sekunder. Dalam hal ini data hukum
tersier seperti, kamus hukum, jurnal, internet dan lain-lain.

b. Pendekatan Penelitian

23 Husain Umarm, Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis, PT. Raja
Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 42
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Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan
penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data
deskriptif-analitis, yaitu data yang berujud uraian, informasi verbal yang
dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dari perilaku nyata. Metode
penelitian kualitatif dikembangkan untuk mengkaji kehidupan manusia
dalam kasuskasus terbatas, kasuistis sifatnya, namun lebih mendalam,
secara total menyeluruh, dalam arti tidak mengenal pemilihan-pemilihan
gejala secara konseptual kedalam aspekaspeknya yang eksklusif (disebut
variabel).*

Teknik Pengumpulan Data
a. Studi Kepustakaan
Studi kepustakaan yaitu pengumpulan data dengan mencari
konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat, atau penemuan yang
berhubungan erat dengan pokok permasalahan. Kepustakaan berupa
peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, laporan lembaga, dan
sumber lain.”
b. Penelitian Lapangan

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field researsh)

yaitu suatu penelitian yang dilakukanm intensif, terperinci, dan

mendalam dengan cara penelaahan dokumen yang diperlukan.

241bid
25 Khuzaifah Dimyati, dan keik waridono, Metode Penelitian Hukum, UMS Press,
Surakarta, 2004, hlm. 47
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1) Wawancara

Wawancara atau (interview) merupakan tanya jawab secara lisan
dimana dua orang atau lebih berhadapan secara langsung. Pada proses
wawancara ada dua pihak yang menempati kedudukan yang berbeda.
Satu pihak berfungsi sebagai pencari informasi atau wawancara
sedangkan pihak lain berfungsi sebagai pemberi informasi atau
informan.*

Penulis melakukan wawancara dengan penyedia jasa trasnportsi
berbasis online dalam hal ini adalah PT Gojek Cabang Kota Bandung
yang mampu mengkaji, mengetahui, serta memeriksa sekaligus
memberikan informasi yang valid terkait objek yang akan diteliti.

2) Observasi

Observasi adalah pengamatan terhadap aktivitas suatu proses atau
objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami
pengetahuan. dan . gagasan yang sudah diketahui sebelumnya.”
Observasi dalam hal ni adalah mengambil suatu siklus dan prosedural
layanan yang diberikan oleh PT. GO-JEK Indonesia terhadap
konsumen.”

Studi Dokumen

26Soemitro Romy H, Metodologi Penelitian Hukum dan  Jurimetri, Ghalia

Indonesia, Jakarta, 1990, hlm.71

27 Soemitro Romy H, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia

Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 71

281bid
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Studi dokumentasi merupakan salah satu teknik dalam proses
pengumpulan data dengan mempelajari dokumen untuk mendapatkan
data atau informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.*

Studi dokumentasi dalam penelitian ini adalah dengan menelaah
data-data dari PT. GO-JEK dan YLKI mengenai standar operasional
pelayanan terhadap konsumen.

5. Metode Analisis Data
Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif-Analisis
kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data
deskriptifanalisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis
serta lisan dan juga perilaku yang nyata diteliti sebagai sesuatu yang utuh.*
Analisis data yang dimaksud adalah mengatur urutan data,
mengorganisasikannya dalam suatu pola, kategori, dan suatu uraian dasar sehingga
dapat dipahami dengan mudah. Dalam menganalisis data, penulis melakukan
penguraian data melalui tahapan sebagai berikut,:
a. Mengkaji semua data yang terkumpul, baik dari sumber data primer
maupun data sekunder.
b. Mengklasisfikasikan seluruh data ke dalam satuan — satuan dengan
mengacu kepada masalah dan tujuan penelitian.

6. Lokasi Penelitian

29Khudzaifah Dimyati dan Keik Waridono, Metode Penelitian Hukum, UMS Press,
Surakarta, 2004, hlm. 47.
30Soerjono Soekarto, Pengantar Penelitian Hukum , Ul Press, Jakarta 1984), hlm. 13.
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Adapun lokasi penelitian yang dipilih oleh penulis adalah sebagai
berikut:
a. Lokasi Perpustakaan
Perpustakaan yang dimaksud adalah perpustakaan UIN Bandung,
Perpustakaan Fakultas Syari’ah dan Hukum yang berlokasi di JI. A. H.
Nasution Cibiru Kota Bandung.
b. Lokasi Lapangan
Lokasi penelitian lapangan yang dimaksud dalam penelitian ini

dilakukan di kantor PT. GO-JEK Cabang Kota Bandung Jl. Terusan

Kiaracondong Kota Bandung dan Kantor YLKI Jl. Pancoran Barat VII
No.1, RT.8/RW.6, Duren Tiga, Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan,

Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12760.



